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Abstract 
 Legal protection for child victims of sexual violence aims to realize children's 

human rights. Crimes of decency or moral offences and sexual harassment are two 

forms of violation of decency which are not only a matter of national law of a 

country but are legal problems of all countries in the world or a global problem. 

Sexual abuse of children requires special attention considering the consequences 

of sexual violence against children which results in prolonged trauma to children. 

Children who are afraid to tell the events they experience, have a great opportunity 

for the perpetrator to carry out the next action. The formulation of the problem in 

this study is how the role of the court in providing legal protection to children as 

victims of sexual violence, how the obstacles faced by the Tarutung District Court 

in providing protection to children as victims of sexual violence. This research uses 

a sociological juridical method, namely research on problems by looking at and 

paying attention to the applicable legal norms linked to the facts that exist from the 

problems encountered in the research. The legal protection provided by the court 

is medical rehabilitation which is a process of integrated treatment activities by 

restoring the physical condition of children, child victims and / or child witnesses. 
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Abstrak 

 Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk 

mewujudkan hak asasi anak. Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan 

pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran zatas 

kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara 

melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau 

merupakan masalah global. Pelecehan seksual terhadap anak memerlukan perhatian 

khusus mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan 

trauma yang berkepanjangan pada anak.Anak-anak yang takut menceritakan 

kejadian yang dialaminya, berpeluang besar kepada pelakuuntuk melakukan 

tindakan berikutnya. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana 

Peran Pengadilan dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai 

Korban Kekerasan Seksual, Bagaimana Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan 

Negeri Tarutung dalam Pemberian Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan 

Seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian 

terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku 

dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam 

penelitian. Perlindungan Hukum yang diberikan pengadilan adalah adalah 
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Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu 

dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, Pengadilan 

 

 

A. Pendahuluan 

HAM atau yang biasa disebut 

hak asasi manusia adalah hak dasar dari 

seseorang. Definisi HAM tersirat dalam 

instrument yang terkandung di dalam 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 yang merupakan 

seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa. Selain zitu, zmerupakan zanugerah-

Nya zyang zharus zdihormati, zdijunjung 

ztinggi, zdan zdilindungi zoleh znegara, 

zhukum, zserta zpemerintah. Dan zsetiap 

zorang zdemi zkehormatan zserta 

zperlindungan zharkat zdan zmartabat 

zmanusia. Setiap zorang zberhak zatas 

znama zdan zstatus zkewarganegaraannya 

zsejak zia zdilahirkan. Nilai-nilai zdi 

zdalamnya zmemunculkan zlegalisasi zdan 

zhak zasasi zmanusia zdalam 

zkeberadaannya zsebagai zmakhluk 

zindividu zmaupun zmakhluk zsosial 

zdalam zwadah znegara zpersatuan 

 
1 zFikri zHadi zdan zFarina zGandryani, zKegagalan 
zPeraturan zPenanganan zCovid-19 zdi zIndonesia, 
zJurnal zKonstitusi, zVol. 19, zNo. 1, z2022, zhal. 39. 

zIndonesia zyang zmenjunjung ztinggi 

znilai-nilai zkemanusiaan zuntuk 

zmemperoleh zkesejahteraan. Beberapa 

zcontoh zHAM zbahkan zmerupakan zsalah 

zsatu zunsur zHAM zyang ztergolong znon 

zderogable zright zatau ztidak zdapat 

zdikurangi zdalam zkeadaan zapa zpun 

zseperti zsalah zsatunya zialah zhak zhidup.1 

Hak zAnak zdalam zUndang-

Undang zDasar zNegara zRepublik 

zIndonesia zTahun z1945 zdan zbeberapa 

zperaturan zperundang-undangan.  

Salah zsatu zhak zpenting zyang zharus zdi 

zdapatkan zoleh zanak zyakni 

zmendapatkan zperlindungan zhukum, 

zperlindungan zhukum ztersebut zdi 

zberikan zkepada zanak zyang zmengalami 

zperlakuan zburuk, zeksploitasi,tindak 

zkekerasan, zanak zyang zdidagangkan, 

zpenelantaran, zdisamping zanak- zanak 

zyang ztinggal zdi zdaerah zrawan zkonflik, 

zrawan zbencana zserta zanak zyang 

zberhadapan zdengan zhukum zdan 

zlainnya.2  

2 zMarlina, zPeradilan zPidana zAnak zdi zIndonesia 
zPengembangan zKonsep zDiversi zdan 
zRestorativejastis,(Bandung z: zPT. Revika 
zAditama, z2009), zhal. 15 
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Kekerasan seksual juga disebut 

sebagai penganiayaan, adalah perilaku 

seksual yang kasar yang dilakukan oleh 

satu orang terhadap orang lain. Hal ini 

sering dilakukan dengan menggunakan 

kekerasan atau memanfaatkan pihak 

lain.3 Pemerintah zIndonesia ztelah 

zmenanggapi zdengan zmengesahkan 

zUndang-Undang zNomor z12 zTahun 

z2022 ztentang zTindak zPidana 

zKekerasan zSeksual z(UU zTPKS). 

Langkah zini zmenjadi ztitik zpenting 

zdalam zupaya zmemberikan 

zperlindungan zhukum zyang zlebih 

zefektif zbagi zkorban zkekerasan zseksual. 

Kasus zkekerasan zseksual zterus 

zmeningkat zdi zIndonesia, zdengan zribuan 

zkasus zdilaporkan zsetiap ztahunnya. 

Selain zmenimbulkan zdampak 

zpsikologis zyang zserius zbagi zkorban, 

zkekerasan zseksual zjuga zmerupakan 

zcerminan zdari zketidaksetaraan zgender 

zyang zmasih zmerajalela zdalam 

zmasyarakat. Sebelum zadanya zUU 

zTPKS, zketerbatasan zperundang-

undangan zdalam zmenangani zkekerasan 

zseksual.4 

 
3 Wikipedia, 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_seksual, 
diakses pada 02 Oktober 2024 Pukul 12.40. 

Tabel zPerkara zTindak zPidana 

zKekerasan zSeksual zterhadap zAnak zdi 

zPengadilan zNegeri zTarutung 

 zSumber z: zPengadilan zNegeri zTarutung 

Berdasarkanzpemaparan zTabel 

zdiatas zbahwa zdi zwilayah zhukum 

zPengadilan zNegeri zTarutung ztersebut 

zterjadi zkarena zdiduga zpendekatan 

zhukum zmasih zkurang zmemberi zefek 

zjera zterhadap zpelaku ztindak zpidana 

zkekerasan zseksual zterhadap zanak. Dari 

ztahun z2021 zsampai zSeptember zTahun 

z2024 zPengadilan zNegeri zTarutung 

ztelah zmengadili z85 zperkara zterhadap 

zpelaku zkejahatan zseksual. Ada 

zbeberapa zfaktor-faktor zyang 

zmelatarbelakangi ztindakan zseksual 

zterhadap zanak zseperti zfaktor zkeinginan 

zseksual zyang zkuat zkemudian 

zmendorong zpelaku zuntuk zmelakukan 

zkekerasan, zadanya zkesempatan zyang 

4 zSilvia zCahyadi, zPerspektif zHukum 
zterhadap zPerlindungan zAnak zKorban zKekerasan 
zSeksual zdalam zUndang-Undang zNomor z12 zTahun 
z2022, zVol z6, zNo z4, z2024, zhal. 5 

No Tahun Jumlah zPerkara 

1. 2021 25 z 

2. 2022 26 z 

3. 2023 18 

4. 2024 16 
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zmemungkinkan zdan zmendukung zuntuk 

zterjadinya zsebuah zkejahatan. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian zini zmenggunakan 

zmetode zyuridis zsosiologis zyaitu 

zpenelitian zterhadap zmasalah zdengan 

zmelihat zdan zmemperhatikan znorma 

zhukum zyang zberlaku zdihubungkan 

zdengan zfakta-fakta zyang zada zdari 

zpermasalahan zyang zditemui zdalam 

zpenelitian.5 zPenelitian zini zbersifat 

zdeskriptif, zbertujuan zuntuk zmelukiskan 

ztentang zsesuatu zhal zdidaerah ztertentu 

zdan zpada zsaat ztertentu.6 zBiasanya 

zdalam zpenelitian zini, zpeneliti zsudah 

zmendapatkan zatau zmempunyai 

zgambaran zyang zberupa zdata zawal 

ztentang zpermasalahan zyang zakan 

zditeliti. Selain zdata zprimer zyang 

zdiperoleh zdari zwawancara zdengan 

zresponden.7 zPenelitian zini zjuga 

zmenggunakan zpendekatan zyuridis 

znormatif zdalam zpenelitian zmerupakan 

zpendekatan zutama zyakni zmengungkap 

zkaidah-kaidah znormatif zyang 

zmerupakan zkebijakan zdalam 

 
5 zBambang zSugono, zMetodologi 

zPenelitian zHukum, zRajagafindo zPersada, 
zJakarta, z2007, zhal. 72-79. 

6 zBambang zWaluto, zPenelitian zHukum 

zdan zPraktek, zSinar zGrafika, zJakarta, z2008, zhal. 8. 

zmerumuskan ztindak zpidana zserta 

zmenggunakan zmetode zpenelitian 

zkepustakaan. Penelitian zKepustakaan 

z(Library zResearch) zadalah zsuatu 

zkegiatan zpenelitian zyang zdilakukan 

zdengan zcara zmengumpulkan zinformasi 

zdan zdata zdengan zbantuan zberbagai 

zmacam zmaterial zyang zada 

zdiperpustakaan zseperti zbuku, zreferensi, 

zhasil zpenelitian zsebelumnya zyang 

zsejenis zartikel, zcatatan, zberbagai zjurnal 

zyang zberkaitan zdengan zmasalah zyang 

zingin zdipecahkan.8 

C. Pembahasan 

A.  Peran zPengadilan zdalam 

zPemberikan zPerlindungan 

zHukum zterhadap zAnak 

zSebagai zKorban zKekerasan 

zSeksual 

Perlindungan zhukum zbagi zanak 

zkorban zkekerasan zseksual zbertujuan 

zuntuk zmewujudkan zhak zasasi zanak. 

Perlindungan zhukum zterhadap zanak 

zmerupakan zupaya zmemberikan 

zkebebasan zhak zasasi zanak 

z(fundamental zrights zand zfreedom zof 

7 zAmirunddin zZainal zAsikin, 

zPengantar zMetode zPenelitian zHukum, zRaja 
zGrafindo zPersada, zJakarta, z2010, zhal.30. 

8 zMilya zSari,Penelitian zKepustakaan, 

zVol z6, zNo z1, z2020, zhal.44 
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zchildren), zserta zkepentingan zyang 

zberhubungan zdengan zkesejahteraan 

zanak. Perlindungan zhukum zterhadap 

zanak zkorban zkekerasan zseksual zyang 

ztelah zdiamanatkan zdalam zundang-

undang ztidak zhanya zmenjadi ztanggung 

zjawab zsepihak zsaja. Perlindungan 

zhukum zterhadap zanak zmenjadi 

ztanggung zjawab zsemua zpihak ztanpa 

zterkecuali.9 

Korban zkejahatan zadalah zorang-

orang zyang zbaik zsecara zindividual 

zmaupun zkolektif, zmenderita zkerugian 

zakibat zperbuatan zatau ztidak zberbuat 

zyang zmelanggar zhukum zpidana zyang 

zberlaku zdi zsuatu znegara, ztermasuk 

zperaturan zyang zmelarang 

zpenyalahgunaan zkekuasaan. Batasan 

ztentang zkorban zkejahatan zdapat 

zdiuraikan zsebagai zberikut. Pertama, 

zditinjau zdari zsifatnya, zada zyang 

zindividual zdan zkolektif. Korban 

zindividual zkarena zdapat zdiidentifikasi 

zsehingga zperlindungan zkorban 

zdilakukan zsecara znyata, zakan ztetapi 

 
9 zNi zPutu zRai zYuliartini zdan zDewa 

zGede zSudika zMangku, zPerlindungan zHukum 
zTerhadap zAnak zkorban zKekerasan zSeksual, zVol z6 
zNo z2, z2021, zhal. 345 

zkorban zkolektif zlebih zsulit 

zdiidentifikasi.10  

Kedua, zditinjau zdari zjenisnya. 

Menurut zSellin zdan zWolfgang, zkorban 

zdapat zberupa: z(a) zPrimary 

zVictimization, zadalah zkorban 

zindividual. Jadi zkorbannya zorang 

zperorangan, zbukan zkelompok; z(b) 

zSecondary zVictimization zdimana zyang 

zmenjadi zkorban zadalah zkelompok 

zseperti zbadan zhukum; z(c) zTertiary 

zVictimization, zyang zmenjadi zkorban 

zadalah zmasyarakat zluas; z(d) zMutual 

zVictimization, zyang zmenjadi zkorban 

zadalah zsi zpelaku zsendiri, zcontohnya 

zpelacuran, zperzinahan, znarkotika; zdan 

z(e) zNo zVictimization, zbukan zberarti 

ztidak zada zkorban, zmelainkan zkorban 

ztidak zsegera zdapat zdiketahui, zmisalnya 

zkonsumen zyang ztertipu zdalam 

zmenggunakan zsuatu zhasil zproduksi.11 

Menurut zUU zNo. 39 zTahun z1999 

ztentang zHak zAsasi zManusia z(HAM), 

zsetiap zanak zberhak zmendapatkan 

zperlindungan zdari zorang ztua, zkeluarga, 

10 zLilik zMulyadi, z2004, zKapita zSelekta 

zHukum zPidana zKriminologi zdan zVictimologi, 
zJakarta: zDjambatan, zhal. 120 

11 zZvonimir zPaul zSeparovic, z1986, 

zVictimology, zStudies zof zVictim, zZagreb, zhal. 
160. 
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zmasyarakat, zdan znegara. Hak zanak 

zadalah zhak zasasi zmanusia zdan zdiakui 

zserta zdilindungi zoleh zhukum.12 

zSedangkan zdalam zPasal z1 zayat z2 

zUndang-Undang zNomor z23 zTahun 

z2002 zPerlindungan zanak zadalah zsegala 

zkegiatan zuntuk zmenjamin zdan 

zmelindungi zanak zdan zhak-haknya zagar 

zdapat zhidup, ztumbuh, zberkembang, 

zdan zberpartisipasi, zsecara zoptimal 

zsesuai zdengan zharkat zdan zmartabat 

zkemanusiaan,serta zmendapat 

zperlindungan zdari zkekerasan zdan 

zdiskriminasi.13 

Perlindungan zsecara zhukum zakan 

zmemberikan zperlindungan zhukum 

zterhadap zeksistensi zdan zhak-hak zanak, 

zhak-hak zyang zdimaksud zyaitu: 

a. Anak zsebagai zsubjek zhukum, zanak 

zdigolongkan zsebagai zmahluk zyang 

zmemilikihak zasasi zmanusia zyang 

zterikat zoleh zperaturan zperundang-

undangan. 

b. Persamaan zhak zdan zkewajiban zanak, 

zseorang zanak zakan zmemiliki zhak 

zdan zkewajiban zyang zsama zdengan 

 
12 zPasal z1 zUndang-Undang zNomor z39 

zTahun z1999 zTentang zHak zAsasi zManusia 
13 zPasal z1 zAyat z(2) zUndang-Undang 

zNomor z23 zTahun z2002 zTentang zPerlindungan 
zAnak 

zorang zdewasa zsesuai zdengan 

zketentuan zperundang-undangan.14 

Peran zPengadilan zterutama zdalam 

zlingkup zpengadilan zanak zyaitu z: 

1. 1. Penghindaran zidentitas zterhadap 

zpublikasi z( ztertutup zumum z), zdihindari 

zmemakai ztoga/jubah, zmenghidari zrasa 

ztrauma zsianak zterhadap zpublic, 

zmenjaga zpsikis zanak zsebagai zkorban 

zkekerasan zseksual, 

2. 2. Pemberian zpendampingan zorang 

ztua/wali/orang zyang zdipercaya zoleh 

zanak, zanak ztidak zsendiri, 

3. 3. Memberikan zadvokasi, zdidampingin 

zoleh zpeksos z( zpekerja zsosial z) zyang 

zbertugas zmewawancarai zanak zsebagai 

zkorban, 

4. Mengajukan zrestitusi z( perma z1 ztahun 

z2022), zmengganti zkerugian zkorban 

zterhadap zakibat zdan zpenderitaan 

z(zperawatan zmedis, zdidampingin zoleh 

zpsikolog, 

5. Prosedur zrestitusi zBerupa zgandi 

zkerugian zatas zkekayaan zatau 

zpenghasilan zakibat zpenderitaan 

14 zRini zFitriani, zPeranan 
zPenyelenggaraan zPerlindungan zAnak zdalam 
zMelindungi zdan zMemenuhi 
Hak-Hak zAnak, zJurnal zHukum zSamudra 
zKeadilan,Vol. 11, zNo. 2, z2016, zhal. 253. 

928 

https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2


Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume. 07, Nomor  01, (2025)  
ISSN (Cetak) : 2715-758X  ISSN (Online): 2720-9555 

DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2  

https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS 

 

 

 

zlansung zsebagai zakibat ztindak zpidana, 

zmemberikan zkesehatan, 

6. Pengajuan zrestitusi zdapat zdilakukan 

zsetelah zada zlaporan zkorban zkepada 

zLPSK zdan zkemudian zLPSK zakan 

zmembuat zlaporan zbesaran zkerugian 

zyang zdirasakan zkorban zakan 

zdilampirkan. Penuntut zumum zsaat 

ztuntutan zakan zditambahkan zpu 

zmenggati zkerugian zkorban zsetelah 

zputusan. Diajukan zke zketua zpengadilan 

zdan zketua zpengadilan znegeri zakan 

zmengeluarkan zsuatu zketetapan.15 

B. Hambatan zPengadilan zdalam 

zMemberikan zPerlindungan 

zHukum zTerhadap zAnak zSebagai 

zKorban zKekerasan zSeksual 

Dalam zmelakukan zperlindungan 

zhukum zterhadap zanak zkorban 

zkekerasan zseksual zsering zmenemukan 

zhambatan-hambatan zyang 

zmenyebabkan ztidak zdapat 

ztercapainya ztujuan zdari zpembentukan 

zperundang-undangan zperlindungan 

zhukum zterhadap zanak zkorban 

zkekerasan, zsalah zsatunya zhukum 

zterlalu zberfokus zkepada ztersangka, 

zmengenai zhak-hak zdari 

ztersangka/terdakwa, zsehingga zhak-

hak zanak 

zsebagai zkorban zsering 

zdikesampingkan, zpadahal zanak zkorban 

zlebih zmembutuhkan zperhatian zhukum 

zdari zpada zpelaku, zmengingat zanak 

zkorban zyang zmasih zrentan zsecara zfisik 

zdan zpsikis zsehingga zmudah zmengalami 

ztrauma zpada zpsikis zanak zkorban zyang 

zmana zakan zberdampak zburuk zpada 

zpertumbuhan zanak zkorban.16 

 
15 zRenni zPitua zAmbarita,S.H.,M.H, 

zWakil zKetua zPengadilan znegeri zTarutung, 
zWawancara, z25 zSeptember z2024. 

16 zfauzi zrahman, zUPAYA 
zPERLINDUNGAN zHUKUM zTERHADAP 

Hambatan-hambatan zdalam 

zpelaksaan zperlindungan zhukum 

zterhadap zanak zyang zmenjadi zkorban 

zkekerasan zterjadi zkarena zbeberapa 

zfaktor, zyaitu z: z(1) zkurangnya zsumber 

zdaya zmanusia; z(2) zkurangnya zanggaran 

zbiaya zoleh zpemerintah; z(3) zfasilitas 

zyang zbelum zmemadai; z(4) zkorban zyang 

zsulit zdimintai zketerangan zatau 

zinformasi zkarena zkorban zmasih zmerasa 

ztakut, zmalu, zdan ztrauma; z(5) zKeluarga 

zANAK zKORBAN zKEKERASANSEKSUAL 
z(Suatu zPenelitian zdi zWilayah zHukum zPengadilan 
zNegeri zSimpang zTigaRedelong) z,Vol. 4, zNo.3 
zAgustus z2020, zHal.522 
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zkorban zatau zkerabat zyang zminim 

zdalam zmemberikan zpendidikan zseksual 

zsejak zdini zdan z(6) zmasyarakat ztidak 

zmau zmemberikan zkesaksian zdalam 

zpemeriksaan zdi zkepolisian zataupun zdi 

zpengadilan 

zkarena ztakut zberhadapan zdengan 

zhukum.17 

D Simpulan dan Saran 

 Kekerasan seksual terhadap 

anak adalah apabila seseorang 

menggunakan anak untuk 

mendapatkan kenikmatan atau 

kepuasan seksual. Tidak zterbatas 

zpada zhubungan zseks zsaja, ztetapi zjuga 

ztindakan-tindakan zyang zmengarah 

zkepada zaktivitas zseksual zterhadap 

zanak-anak, zseperti zmenyentuh ztubuh 

zanak zsecara zseksual. Dampak zAnak 

zSebagai zKorban zTindak zPidana 

zKekerasan zSeksual. a. Dampak 

zPsikologis. Korban zkekerasan 

zseksual zakan zmengalami ztrauma 

zyang zmendalam, zselain zitu zstres zyang 

zdialami zkorban zdapat zmenganggu 

zfungsi zdan zperkembangan zotaknya. 

b. Dampak zFisik. Kekerasan zseksual 

zpada zanak zmerupakan zfaktor zutama 

zpenularan zpenyakit zmenular zseksual 

z(PMS). c. Dampak zSosial. Korban 

 
17 zNandang zMulyana z,dkk, z2018, 

z“Penanganan zanak zkorban zkekerasan”, zJurnal zAl-
Izzah, zVol z13 zNo. 1, zhal. 84. 

zkekerasan zseksual zsering zdikucilkan 

zdalam zkehidupan zsosial, zhal zyang 

zseharusnya zdihindari zkarena zkorban 

zpastinya zbutuh zmotivasi zdan 

zdukungan zmoral zuntuk zbangkit zlagi 

zmenjalani zkehidupannya. Upaya 

Menanggulangi Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

Dikaji Menurut Hukum Pidana 

Indonesia. Perlindungan Hukum yang 

diberikan pengadilan adalah adalah 

Rehabilitasi medis tersebut adalah 

proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu dengan memulihkan kondisi 

fisik anak, anak korban dan atau anak 

saksi.  

Secara represif perlindungan 

hukum berupa: a) Pemberian restitusi 

dan kompensasi bertujuan 

mengembalikan kerugian yang 

dialami oleh korban baik fisik 

maupun psikis, serta penggantian atas 

biaya yang dikeluarkan sebagai akibat 

viktimisasi tersebut; b) Konseling 
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diberikan kepada anak sebagai korban 

kekerasan seksual yang mengalami 

trauma berupa rehabilitasi yang 

bertujuan untuk mengembalikan 

kondisi psikis korban semula; c) 

Pelayanan atau bantuan medis, 

diberikan kepada korban yang 

menderita secara medis akibat tindak 

pidana seperti kekerasan seksual, 

yang mengakibatkan penderitaan 

fisik. 
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